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BERITA DAERAH 
KABUPATEN KULON PROGO 

 
NOMOR : 61                                                TAHUN : 2017 

 

PERATURAN BUPATI KULON PROGO 
NOMOR  59  TAHUN  2017 

 
TENTANG 

 
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL 

DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA   
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KULON PROGO, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 
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Mengingat   : 1.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

3. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah  sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 
9 Tahun 2015; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal 
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di 
Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 
Istimewa Jogjakarta; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan 
di Desa; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 
Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 
Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum 
di Desa; 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR 
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA 
DESA. 
 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang 
dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan 
hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, 
kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 
atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain 
yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, atau 
Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

2. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul 
adalah hak yang merupakan warisan yang 
masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa 

masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan 
kehidupan masyarakat. 

3. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah 
kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat Desa yang telah 
dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif 
dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena 
perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat 
Desa. 

4. Desa adalah Desa di wilayah Daerah. 
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5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang 
dibantu Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 
disingkat BPD adalah lembaga yang 
melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk 
desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara 
demokratis. 

8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari 
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk 
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat 
atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada 
Daerah Kabupaten untuk melaksanakan 
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah Provinsi. 

9. Penugasan adalah pemberian tugas dari 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa 
dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan 
urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan 

umum serta dalam pelaksanaan tugas 
pembantuan. 

10. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut 
Musdes  adalah  musyawarah  antara  BPD,  
Pemerintah  Desa,  dan  unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh BPD untuk  menyepakati 
hal yang bersifat strategis. 

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa 
setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 
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12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah 
Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk 
jangka waktu 6 (enam) tahun. 

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang 
selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran 
dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) 
tahun. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 
selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

15. Camat adalah pemimpin dan koordinator 
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja 
kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya 
memperoleh pelimpahan kewenangan 
pemerintahan dari Bupati untuk menangani 
sebagian urusan otonomi daerah, dan  
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 

16. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 

17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

18. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 

 
Pasal 2 

 

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu 
sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam 
penyusunan kewenangan desa berdasarkan hak 
asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. 

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu 
agar Pemerintah Desa memahami batasan-
batasan yang menjadi kewenangan desa 
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan 
lokal berskala desa. 
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BAB II 
 

JENIS KEWENANGAN DESA 
 

Pasal 3 
 

(1) Jenis kewenangan Desa meliputi :  

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;  

b. kewenangan lokal berskala Desa;  

c. kewenangan yang ditugaskan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah 
Istimewa Yogyakarta, atau Pemerintah 
Daerah; dan  

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah 
Istimewa Yogyakarta, atau Pemerintah 
Daerah sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan 
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
BAB III 

 
KRITERIA KEWENANGAN BERDASARKAN HAK 

ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL 
BERSKALA DESA 

 
Pasal 4 

 
Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-
usul antara lain:  

a. merupakan warisan sepanjang masih hidup; 

b. sesuai perkembangan masyarakat; dan 

c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
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Pasal 5 
 

(1) Kriteria kewenangan lokal berskala Desa antara 
lain: 

a. sesuai kepentingan masyarakat Desa; 

b. telah dijalankan oleh Desa; 

c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa; 

d. muncul karena perkembangan Desa dan 

prakarsa masyarakat Desa; dan  

e. program atau kegiatan sektor yang telah 
diserahkan ke Desa. 

(2) Pihak yang menyerahkan program atau kegiatan 
sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e meliputi antara lain : 

a.  Pemerintah; 

b. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa 
Yogyakarta; 

c. Pemerintah Daerah; 

d. individu; 

e.  organisasi kemasyarakatan; 

f.  perguruan tinggi; 

g.  lembaga swadaya masyarakat; 

h.  yayasan; 

i. lembaga donor; dan 

j.  perusahaan. 

(3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dituangkan dalam berita acara. 
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BAB IV 
 

RINCIAN KEWENANGAN DESA 
 

Pasal 6 
 

(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul 
meliputi :  

a.  sistem organisasi masyarakat;  

b.  pembinaan kelembagaan masyarakat;  

c.  pembinaan lembaga dan hukum;  

d.  pengelolaan tanah kas Desa;  

e.  pengembangan peran masyarakat Desa; 

f. menyelesaikan sengketa antar masyarakat 
diluar pemilikan hak-hak perdata; 

g. pembinaan ketentraman masyarakat; 

h. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan 
hak atas tanah di Desa; 

i. pengamanan penetapan batas pemilikan 
tanah masyarakat; 

j. pengelolaan hutan desa; 

k. pengembangan lembaga-lembaga keuangan 
desa; 

l. pendayagunaan tanah desa untuk keperluan 
masyarakat; 

m. peningkatan upaya gotong royong 
masyarakat; dan 

n. pengamanan kekayaan dan aset desa. 

(2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan 
diurus oleh Desa. 

(3) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dijabarkan menurut bidang, sub 
bidang/kegiatan, bentuk pelaksanaan kegiatan, 
sifat pelaksanaan, dan yang membidangi 
pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 7 
 

(1) Kewenangan lokal berskala Desa meliputi :  

a. pengelolaan tambatan perahu;  

b. pengelolaan pasar Desa;  

c. pengelolaan tempat pemandian umum;  

d. pengelolaan wisata Desa; 

e. pengelolaan jaringan irigasi Desa;  

f. pengelolaan lingkungan permukiman 
masyarakat Desa;  

g. pembinaan kesehatan masyarakat dan 
pengelolaan pos pelayanan terpadu;  

h. pengembangan dan pembinaan sanggar seni 
dan belajar;  

i. pengelolaan perpustakaan desa dan taman 
bacaan;  

j. pengelolaan embung desa;  

k. pengelolaan objek wisata yang disediakan, 
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah 
Desa; 

l. pengelolaan air minum berskala desa; 

m. pembangunan jalan Desa antar permukiman 
ke wilayah pertanian; 

n. pembangunan jalan-jalan desa; 

o. pendayagunaan bahan galian yang tidak 
diperdagangkan untuk pembangunan desa 
dan rumah rakyat; 

p. usaha ekonomi rakyat; 

q. penegakan hukum dan sistem pengamanan 
lingkungan; 

r. pengembangan pusat perekonomian desa, 
seperti pasar desa, perkoperasian, 
perbankan dan lembaga keuangan lainnya;  
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s. pemanfaatan sumber daya alam bagi 
peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

t. penghijauan desa; 

u. peningkatan pendidikan non formal; 

v. pengembangan industri rumah tangga; 

w. kerjasama pemasaran produksi pertanian; 

x. penanganan kebakaran hutan dan lahan; 
dan 

y. pelayanan kesehatan dasar. 

(2) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan 
diurus oleh desa. 

(3) Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dijabarkan menurut bidang, sub 
bidang/kegiatan, bentuk pelaksanaan kegiatan, 
sifat pelaksanaan dan yang membidangi 
pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
BAB V 

 
PENYUSUNAN KEWENANGAN DESA  

 
Pasal 8 

 
(1) Pemerintah Desa wajib menyusun Peraturan 

Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan 
Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala 
Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

(2) Peraturan  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada 
ayat (1) disesuaikan situasi, kondisi, dan 
kebutuhan lokal Desa. 

(3) Tahapan penyusunan Peraturan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a.  pemilihan kewenangan desa; dan 
b. penyusunan, pembahasan, penetapan, dan 

pengundangan. 
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(4) Dalam penyusunan Peraturan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala 
Desa membentuk Tim atau Kelompok Kerja. 

(5) Tim atau Kelompok Kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Desa. 

 
Pasal 9 

 
(1) Pemilihan kewenangan Desa dilakukan melalui 

Musdes yang diselenggarakan oleh BPD dengan 
melibatkan Pemerintah Desa, lembaga 
kemasyarakatan, dan unsur masyarakat. 

(2) Unsur  masyarakat  sebagaimana  dimaksud  
pada  ayat  (1) terdiri dari :  

a.   tokoh adat;  

b.   tokoh agama;  

c.   tokoh masyarakat;  

d.   tokoh pendidikan;  

e.   perwakilan kelompok tani;  

f.   perwakilan kelompok nelayan;  

g.   perwakilan kelompok perajin;  

h.  perwakilan kelompok perempuan;  

i.   perwakilan kelompok pemerhati dan 
pelindungan anak; dan/atau 

j.   perwakilan kelompok masyarakat miskin. 

(3) Hasil Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam berita acara. 

(4) Ketua BPD menyampaikan hasil Musdes  
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada 
Kepala Desa. 

(5) Hasil Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa 
menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul 
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. 
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Pasal 10 
 

(1) Berdasarkan hasil Musdes, Kepala Desa 
menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul 
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. 

(2) Kepala Desa menyampaikan Rancangan 
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kepada BPD untuk dibahas dan 

disepakati bersama. 

(3) BPD harus sudah selesai membahas Rancangan 
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung 
sejak diterimanya dari Kepala Desa.  

(4) Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
setelah melampaui batas waktu paling lama 7 
(tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
belum selesai, Kepala Desa melaporkan kepada 
Bupati melalui Camat untuk dapat dilakukan 
pembinaan.  

(5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) sebelum disepakati 
bersama dikonsultasikan kepada Camat oleh 
Kepala Desa bersama BPD. 

(6) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan secara musyawarah 

mufakat.  

(7) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, maka 
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara 
pemungutan suara terbanyak. 

(8) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara 
Kesepakatan Bersama. 
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(9) Ketua BPD menyampaikan Rancangan 
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) yang telah dibahas dan disepakati 
bersama, kepada Kepala Desa untuk ditetapkan 
menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) 
hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. 

(10) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (9) wajib ditetapkan 
menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa 
dengan membubuhkan tanda tangan paling 
lambat 15 (lima belas)  hari terhitung sejak 
diterimanya dari Ketua BPD. 

(11) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (10) dinyatakan mulai berlaku dan 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak 
diundangkan dalam Lembaran Desa.   

(12) Sekretaris Desa wajib mengundangkan 
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (10) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung 
sejak ditetapkan oleh Kepala Desa.   

(13) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (10) yang telah diundangkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (12) disampaikan kepada 
Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) 
hari terhitung sejak diundangkan sebagai bahan  
pembinaan. 

 
BAB VI 

 
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN PELAKSANAAN 

KEWENANGAN DESA 
 

Pasal 11 
 

(1) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa 
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa menjadi dasar dalam 
penyusunan RPJM Desa. 
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(2) Pelaksanaan RPJM Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) setiap tahun dijabarkan dalam RKP 
Desa. 

(3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa. 

(4) APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disusun dengan mempertimbangkan 
kemampuan keuangan desa. 

(5) APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
digunakan untuk membiayai pelaksanaan 
kewenangan desa. 

 
BAB VII 

 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 
Pasal 12 

 
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasaan 

terhadap pelaksanaan penataan kewenangan 
Desa. 

(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penataan 
dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah yang menangani desa dan 
Camat. 

(3) Pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) secara khusus dilakukan Aparat 
Pemeriksa Internal Pemerintah. 

 
BAB VIII 

 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal 13 

 
(1) Dalam hal  terdapat kewenangan desa yang 

belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, 
Pemerintah Desa dapat mengusulkan kepada 
Bupati melalui Camat. 



 15 

 (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi bahan masukan dalam rencana 
peninjauan Peraturan Bupati ini. 

 
BAB IX 

 
PENUTUP 

 
Pasal 14 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Kulon Progo.  

 
Ditetapkan di Wates 
pada tanggal  1 Oktober 2017  

 
BUPATI KULON PROGO, 

 
Cap/ttd 

 
HASTO WARDOYO 

 
Diundangkan di Wates 
pada tanggal  1 Oktober 2017  
 
     SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KULON PROGO, 
 
                 Cap/ttd 

 
            ASTUNGKORO 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 
TAHUN 2017 NOMOR 61  
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II. CONTOH PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA 
BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL 

BERSKALA DESA 

 

 
KEPALA DESA ..............  

KABUPATEN KULON PROGO 
 

PERATURAN DESA .............. 

NOMOR …….. TAHUN …….... 

 

TENTANG 

 
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA DESA ..........., 
 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 

ayat (1) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 

….. Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan 

Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu 

menetapkan Peraturan Desa tentang 

Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul 

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

44); 
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  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014   Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 
tentang  Keistimewaan Daerah Istimewa 
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5339); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) 
sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 
Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 
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  7. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Pedoman Kewenangan 
Berdasarkan Hak Asal  Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 158); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 
Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1037); 

  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon 

Progo Tahun 2015 Nomor 1); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo 
Tahun 2015 Nomor 2); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat 

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon 

Progo Tahun 2015 Nomor 3); 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan 

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon 

Progo Tahun 2015 Nomor 4); 

13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor …… 

Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan 
Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 

2017 Nomor …); 
14. ………….. dan seterusnya (Peraturan yang 

terkait dengan penyusunan Kewenangan 
Desa) 
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Memperhatikan : ………………………. 
 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa) 

dan 

KEPALA DESA ... (Nama Desa) 
 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN 

HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kulon Progo. 
2. Desa adalah Desa ……  

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.   

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.   

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

6. Badan Permusyawaratan Desa  yang selanjutnya disingkat BPD 

adalah BPD ………. 

7. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat 
LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat  sesuai 

dengan kebutuhan dan merupakan mitra  Pemerintah  Desa 

dalam memberdayakan masyarakat. 

8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa 

meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan 

Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat 

istiadat Desa.  

9. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang 

merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau 
prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan 

kehidupan masyarakat. 
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10. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang 

telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan 

oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan 

prakasa masyarakat Desa.  

11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat 
kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat 

atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah 

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 

12. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota kepada Desa dalam melaksanakan sebagian 

pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan 

umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan. 

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati 
bersama BPD. 

14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah 

Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat 
strategis.  

 

Pasal 2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini sebagai pedoman dalam 

penentuan kebijakan dalam perencanaan penyelenggaraan 

pemerintahan desa. 
 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini agar perencanaan 

penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan kewenangan 

desa.   
 

BAB II 

JENIS KEWENANGAN DESA 

 

Pasal 4 

(1) Jenis kewenangan Desa meliputi : 
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;  

b. kewenangan lokal berskala Desa;  
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c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, atau Pemerintah 

Daerah Kabupaten; dan  

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, atau 

Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

dan huruf d, dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

BAB III 
KRITERIA KEWENANGAN DESA 

 

Pasal 5 

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul meliputi :  

a. merupakan warisan sepanjang masih hidup; 

b. sesuai perkembangan masyarakat; 
c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pasal 6 

(1) Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi : 

a. sesuai kepentingan masyarakat Desa; 

b. telah dijalankan oleh Desa; 
c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa; 

d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa 

masyarakat Desa; dan 

e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke 

Desa. 

(2) Pihak yang menyerahkan program atau kegiatan sektor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain :  

a.  individu; 

b.  organisasi kemasyarakatan; 

c.  perguruan tinggi; 

d.  lembaga swadaya masyarakat; 
e.  yayasan; 

f. lembaga donor; dan 

g.  perusahaan. 
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BAB IV  
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL 

 

Pasal 7 

(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul meliputi :  

a.  sistem organisasi masyarakat;  
b.  pembinaan kelembagaan masyarakat;  

c.  pembinaan lembaga dan hukum;  

d.  pengelolaan tanah kas Desa;  

e.  pengembangan peran masyarakat Desa; 

f. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan 

hak-hak perdata; 
g. pembinaan ketentraman masyarakat; 

h. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah 

di Desa; 

i. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah 

masyarakat; 

j. pengelolaan hutan desa; 
k. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa; 

l. pendayagunaan tanah desa untuk keperluan masyarakat; 

m. peningkatan upaya gotong royong masyarakat; dan 

n. pengamanan kekayaan dan aset desa. 

(2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dijabarkan menurut bidang, sub bidang/kegiatan, bentuk 

pelaksanaan kegiatan, sifat pelaksanaan dan yang membidangi 

pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

 

BAB V 
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 

 

Pasal 8 

(1) Kewenangan lokal berskala Desa meliputi :  

a. pengelolaan tambatan perahu;  
b. pengelolaan pasar Desa;  

c. pengelolaan tempat pemandian umum;  

d. pengelolaan wisata Desa; 

e. pengelolaan jaringan irigasi Desa;  

f. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;  

g. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos 
pelayanan terpadu;  

h. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;  
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i. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;  
j. pengelolaan embung Desa;  

k. pengelolaan objek wisata yang disediakan, dimiliki, 

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Desa; 

l. pengelolaan air minum berskala Desa;  

m. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah 
pertanian; 

n. pembangunan jalan-jalan desa; 

o. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan 

untuk pembangunan desa dan rumah rakyat; 

p. usaha ekonomi rakyat; 

q. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan; 
r. pengembangan pusat perekonomian desa, seperti pasar 

desa, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan 

lainnya;  

s. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat; 

t. melakukan penghijauan desa; 
u. mengupayakan peningkatan pendidikan non formal; 

v. pengembangan industri rumah tangga; 

w. kerjasama pemasaran produksi pertanian; 

x. penanganan kebakaran hutan dan lahan; dan 

y. pelayanan kesehatan dasar. 
(2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dijabarkan menurut bidang, sub bidang/kegiatan, bentuk 

pelaksanaan kegiatan, sifat pelaksanaan dan yang membidangi 

pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Llampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

 
BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 9 

(1) Penetapan Kewenangan dalam Peraturan Desa ini dapat 
ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan potensi desa, 

sarana, prasarana desa atau peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

(2) Penyebutan/nomenklatur kegiatan dalam perencanan 

penyelenggaraan pemerintahan desa wajib menyesuaikan 

dengan Peraturan Desa ini. 
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 10 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa 

…….. 

 

Ditetapkan di 

................... 
pada tanggal 

………………. 

KEPALA DESA 

..........., 

 

 
....................... 

Diundangkan di ........... 

pada tanggal ……………. 

SEKRETARIS DESA, 

 
 

................... 

 

 

 

BERITA DESA …………. KECAMATAN ………. KABUPATEN ……… 
NOMOR …….. TAHUN ……….. 
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III. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA 
 

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .... 

DAN 

KEPALA DESA .... 
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA .... (Nama Desa) 

KECAMATAN ..... KABUPATEN .... 

 

NOMOR : ........../KB/BPD/…..... 

NOMOR : ............/KB/PD/…..... 

 
TENTANG 

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN LOKAL 

BERSKALA DESA 

 

Pada hari ini, ......... tanggal ........ bulan ......... tahun ….... 

bertempat di ....... dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan 
Desa ....... 

 

MENYEPAKATI BERSAMA : 

 

Rancangan Peraturan Desa .......... Kecamatan ……... Kabupaten 
Kulon Progo tentang .... 

 

MENJADI 

 

Peraturan Desa ...... Kecamatan ...... Kabupaten Kulon Progo 

tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal 
Berskala Desa 

 

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani 

bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa ....., Kecamatan 

...., Kabupaten Kulon Progo dan Kepala Desa ......, Kecamatan ...., 
Kabupaten Kulon Progo. 

 

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN 

DESA .......... 

 

 
.................................. 

KEPALA DESA ....... 

 

 

 
 

................................. 
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